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By TENTANG
IBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RKP NAGARI

R DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.~ WALINAGARI AIR HAJI BARAT

h wa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan
Mmph Desa (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan



3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Hndmgél'lndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

\ Tanggung iawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

or 4400)
- Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

ndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
ia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

1 Negara Republik Indonesia
gara Republik Indonesia

b TIE;

undang Nomor 6 tahun 2014 ter
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i R e 12. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
a ; e T : Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
13, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan
: s Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara
~ Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165., Tambahan Lembaran Negara
5o B | Republik Indonesia Nomor 4579):

14, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
_ - Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
8 Pemerintahan Dacrah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
an, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan
, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008, Nomor I,
N lemmem Republik Indonesia Nomor 4817);
nteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

ngan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
: Hﬂllm‘ﬁ'fﬂmn 2007 ;
or 47 tahun 2015 tentang Perobahan Peraturan
14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-




21, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman tatatertib dan pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa, (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor
159);

22, Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

23, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang
Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah
nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

A Pesim‘r Scla’t’un'-NOTDOI‘ 8 Tahun 2007 tenmng Pemerintahan Nagan




: 'lh*'l‘hm dengan dinctapkannya Rancangan Peraturan
" Nagari Air Haji Barat teatang Rencana Kenja Pemenntah Nagan (RKP
* Keputusan Wali Nagari i mulai beriaku pada tanggal ditetapkan
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Ditetapkan di - AIR HAJI BARAT
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RRGARI AIR HAJI BARAT
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'KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
2 38 TAHUN 2022
- : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
- PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) NAGARI AIR
- HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
- TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
EMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
RAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI




